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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Outsourcing (alih daya) adalah salah satu pilihan strategis dalam 

mendukung proses bisnis di perusahaan. Selain dalam rangka efisiensi, 

perusahaan pengguna dimanjakan dengan beberapa keuntungan / manfaat 

dari kegiatan outsourcing. Satu yang terpenting diantaranya adalah 

perusahaan pengguna dapat lebih fokus pada strategi perusahaan, sehingga 

proses pencapaian tujuan perusahaan dapat terkontrol, terukur dan 

akhirnya tercapai. Dalam outsourcing, khususnya outsourcing tenaga kerja 

di Indonesia, dari sisi regulasi dan penerapannya selalu menjadi fenomena 

menarik. Isu outsourcing selalu hangat, dan bahkan menghangat. Hal ini 

terjadi karena dampak kehidupan ketenagakerjaan yang sangat dinamis. Di 

satu sisi, perusahaan ingin memberdayakan sumber daya dari luar 

(Outsourcing), tetapi di sisi lain pekerja (buruh) keberatan dan menolak, 

karena praktiknya diduga merugikan pihak tertentu.
1
 

Negara Indonesia melindungi setiap warga negara untuk 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam 

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2
 

Didalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga 
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negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”.
3
 

Keberadaan pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam 

penyelenggaraan negara untuk mengatur segala aspek kehidupan, 

seharusnya menjadi perlindungan, pembinaan, pengawasan dan penyidik 

sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja melalui peraturan 

perundang-undangan yangpro terhadap pekerja. Tetapi yang terjadi malah 

sebaliknya, kehadiran negara terkesan memberikan keleluasaan kepada 

perusahaan untuk mengurus seluruh persoalan ketenagakerjaan. Salah satu 

contohnya adalah legalisasi praktek outsourcing oleh negara melalui 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4
 

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa perusahaan outsourcing harus 

berbadan hukum yang ditujukan dalam rangka menjamin perlindungan 

hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakan. 

Outsourcing bertujuan untuk mengembangkan perusahaan di 

Indonesia, memproteksi terjadinya monopoli pada satu perusahaan. 

Namun, sejak diberlakukan 2003 lalu sampai hari ini apa yang diinginkan 

dari latar belakang dicantumkannya pasal-pasal Outsourcing dalam 

undang-undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu tidak 

menjadi kenyataan sebab makna Outsourcing yang sesungguhnya tidak 
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dilaksanakan sesuai undang-undang, peraturan yang cukup bagus tidak 

akan otomatis melahirkan kondisi yang bagus apabila implementasi dari 

undang-undang peraturan itu tidak berjalan. Dalam hal ini yang salah 

bukan undang-undangnya melainkan peraturannya, akan tetapi 

pelaksanaan dari undang-undang peraturan itu sendiri. Kementerian tenaga 

kerja harus bertanggung jawab semua permasalahan Outsourcing ini. 

Banyak perusahaan-perusahaan memanfaatkan kelemahan kementerian 

tenaga kerja dalam pelaksanaan UU nomor 13 tahun 2003 ini. Globalisasi 

dan persaingan usaha yang ketat menuntut perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan 

efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempekerjakan tenaga 

kerja seminimal mungkin, namun memberi kontribusi maksimal. 

Akibatnya, upaya perusahaan terfokus pada penanganan pekerjaan yang 

menjadi bisnis inti atau core business. Sementara pekerjaan penunjang 

diserahkan kepada pihak lain. Proses kegiatan inilah yang disebut 

outsourcing. Banyak buruh sebagai tenaga kontrak, yang direkrut melalui 

perusahaan pengerah tenaga kerja (outsourced) yang banyak muncul di 

pusat-pusat industri. Ini terjadi karena bisnis ini sangat menguntungkan 

bagi perusahaan penyedia buruh kontrak.
5
 

Beberapa hal yang dinilai merugikan buruh tersebut diduga atau 

terkait dengan penyelenggara/penyedia jasa outsourcing yang menerapkan 

beberapa hal seperti adanya sejumlah pungutan biaya sebelum bekerja, 
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pemotongan gaji, mekanisme jamsostek dan pajak penghasilan yang tidak 

jelas, perhitungan gaji atau lembur yang tidak transparan, mekanisme 

hubungan kerja yang tidak jelas, atau hal – hal lain yang berpotensi 

merugikan atau menyalahgunakan status pekerja/buruh. Atau setidaknya 

memperlemah posisi pekerja/buruh dalam hubungan kerja. Hal-hal 

tersebut yang menjadi dasar pekerja untuk membubarkan atau melarang 

praktek outsourcing di Indonesia. 

Dalam setiap momentum gerakan buruh, isu outsourcing seolah 

selalu menjadi yang pertama dan utama dalam setiap aksi. Seolah tidak 

afdhol sebuah gerakan, jika menanggalkan isu tersebut, walau untuk 

sementara. Namun demikian apakah sudah selayaknya 

parktek outsourcing seperti ini, atau sudah pantaskah outsourcing harus 

dibubarkan? Untuk opsi pertama, jelas setiap pihak sepakat bahwa 

idealnya praktek outsourcing tidaklah demikian, karena jelas akan 

merugikan salah satu pihak. Jika outsourcing merupakan alat bisnis, tentu 

alat tersebut harus bermanfaat, bukan menghadirkan kerugian. Untuk opsi 

kedua, tentang pembubaran atau larangan outsourcing, inilah yang selalu 

menghangat menjadi isu dan menarik perhatian banyak pihak. Sepanjang 

para pihak memandang dari persepsi iternal, maka selamanya 

isu outsourcing akan selalu menjadi bahan perdebatan yang tidak ada 

muara atau titik temunya. 

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan 

dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan 
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tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam 

penyusunan kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusunan tenaga kerja 

disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan 

yang harus disusun minium meliputi:
6
 

1) Kesempatan kerja  

2) Pelatihan kerja  

3) Produktivitas tenaga kerja  

4) Hubungan industrial 

5) Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Informasi ketenagakerjaan diperoleh dari seluruh pihak yang 

terkait, baik dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. Tata cara 

memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan 

perencanaan tenaga kerja disusun secara ilmiah dan objektif. Sebagian 

besar masyarakat di Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang 

sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. 

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan 

kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.  

Namun pada suatu perusahaan pasti memiliki cara kerja dalam 

menggunakan jasa outsourcing. Yang seharusnya setiap perusahaan 
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memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan dan dapat 

memakmurkan karyawan outsourcing. Maka dari itu suatu perusahaan 

harus memberikan perlindungan bagi karyawan outsourcing dan harus bisa 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan dan 

mengadakan penelitian dengan Judul: TINJAUAN YURIDIS 

PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN OUTSOURCING DI PT. 

CITRA LANGGENG SEJAHTERA KOTA SEMARANG. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum karyawan 

outsourcing di PT. Citra Langgeng Sejahtera ? 

2. Hambatan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan perlindungan 

hukum karyawan outsourcing di PT. Citra Langgeng Sejahtera dan 

bagaimana solusinya? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum karyawan 

outsourcing PT. Citra Langgeng Sejahtera 

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada perlindungan 

hukum karyawan outsourcing di PT. Citra Langgeng Sejahtera dan 

solusinya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Aspek penting dalam suatu penelitian adalah manfaat penelitian, karena 

suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila memberikan manfaat atau 

dampak yang baik bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya dibidang hukum perdata terkait dengan perkara lemahnya 

perlindungan hukum yang terjadi dalam perusahaan outsourcing. 

b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat 

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian dapat 

mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam 

menyusun suatu penulisan hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 

bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya 

mengenai perlindungan terhadap karyawan outsourcing. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keputusan 

dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya. 
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E. Terminologi 

Dari judul yang telah penulis ambil yaitu “TINJAUAN YURIDIS 

PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN OUTSOURCING DI PT. 

CITRA LANGGENG SEJAHTERA KOTA SEMARANG. 

a. Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan 

“yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sabagainya).”
7
 

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum 

atau dari segi hukum..
8
 

Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “yuridicial” yang 

sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, 

tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah 

berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis 

dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi 

hukum. 

b. Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
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pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai 

bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis, dan bantuan hukum.
9
 

c. Karyawan 

Karyawan atau tenaga kerja pada dasarnya adalah manusia yang 

menggunakan tenaga atau kemampuannya untuk untuk 

mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun 

bentuk lainnya kepada pemberi pekerja atau pengusaha atau 

majikan. 

d. Outsourcing 

Outsourcing adalah suatu penyedia tenaga kerja yang didatangkan 

dari luar perusahaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan 

sesuai perjanjian tertentu. Tenaga kerja ini dikontrak oleh sebuah 

perusahaan berdasarkan perjanjian dengan perusahaan penyedia 

jasa tenaga kerja. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan yang 

diambil dari sumber buku, jurnal dan undang-undang. 
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2. Metode Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian 

deskriptif analisis. Deskriptif analisis hasil penelitian ini 

menggambarkan terjadinya dalam suatu perusahaan penyedia jasa 

pekerja, sebab-sebab terjadinya yang dikaitkan dan dianalisa atas 

lemahnya kekuatan hukum pada karyawan outsourcing. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer, yaitudata tentang pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap tenaga kerja outsourcing di PT. Citra 

Langgeng Sejahtera 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan 

informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder meliputi: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, buku-buku dan jurnal. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi 

beberapa jenisnya, yaitu: 
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a. Studi Lapangan 

Metode ini dimaksud untuk memperoleh data primer 

yaitu data yang benar terjadi dan didasarkan pada 

kenyataan yang ada pada lapangan. Dalam studi ini 

dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau 

wawancara secara lisan antara penulis dengan 

responden yang terdiri dari 1 orang atau lebih. 

b. Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari 

data sekunder, dalam metode ini yang dilakukan oleh 

penulis yaitu mencari bahan atau materi yang bersifat 

teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan 

sehingga akan memperoleh data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini bahan atau data 

yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya 

masih berkaitan dalam studi penulisan ini. 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk dapat memperoleh data yang akurat, penulis 

memerlukan lokasi penelitian, maka dari itu penulis memilih lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti yaitu 

dilakukan di PT. Citra Langgeng Sejahtera Banyumanik Semarang. 
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6. Metode analisis Data 

Setelah data di peroleh baik itu data primer maupun data 

sekunder kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu 

data yang sebenarnya bukan hanya menyajikan data yang apa 

adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi 

sebagai faktor yang ada meliputi sudut pandang atau proses yang 

sedang berlangsung. yang berkaitan dengan permasalahan dalam  

Lemahnya Perlindungan Hukum Karyawan Outsourcing di PT. 

Citra Langgeng Sejahtera Banyumanik Semarang. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

 Bab I PENDAHULUAN: 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

terminologi, metode penelitian dan sistem penulisan. 

 Bab II TINJAUAN PUSTAKA: 

Dalam bab ini menjelaskan pengertian tentang outsourcing 

ketenagakerjaan dan menguraikan tinjauan umum berdasarkan 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 Bab III HASIL PENELITIAN: 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan 

perlindungan tenaga kerja outsourcing yang diterapkan di suatu 
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perusahaan dan suatu masalah yang timbul dalam perusahaan 

dengan tenaga kerja outsourcing tersebut. 

 Bab IV PENUTUP: 

Dalam bab ini merupakan akhir pada bab yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran dari isi materi yang sudah 

dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


